Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT -
NOMOR jg TAHUN 2022
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ~
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

a. bahwa layanan pendidikan merupakan salah’ satu pelayanml- o

publik yang dapat menjadi Badan Layanan Umum Daemhﬁ@:_; :f'

(BLUD);

b. bahwa penerapan BLUD pada Sekolah Menengah Kejuruan N‘ege:m ]

(SMKN) dimaksudkan untuk memberikan payung hukum untuk -
menjalankan unit usaha di sekolal, dalam - rangka untuk-_ i
meningkatkan mutu pendidikan dengz—m melatih peserta didik
dalam proses produksi pada unit praduk:m/ieachmg facto:,yy;';-:n-;
sesuai standar industri; -

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2] Peraturan Memeri :: :_'_:'
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layananf;iﬁ R

Umum Daerah (BLUD), peneraparn BLUD . pada ~ Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri harus memenuhi persyaratml tekms;_"f- Nl

dan administrative yang ditetapkan dengan Peraturan. Gubemurﬁ
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana dzmaksud alam S
huruf a, huruf b, dan huruf c,. perli menetapk"

menetaplkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola adan-; e

Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Keguluan Negem

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhkfv”
Indonesia Tahun 1945; et

2. Undang-Undang - Nomor 20 Tahun 2003 temang Sls‘i:em_-_ e
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik. Inden&m a SR
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republzl{ e
Indonesia Nomor 4301); S

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ‘teni:ang Pembenmkan"" -
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk;

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagamlana telah c‘imbah;_ S

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun .?019 tentang._}_{-' i
Perubahan Atas Peraturan Pezundangnundangan Nomt}r 12
Tahun 2011 tentaﬂg Pembentukan Peraturan Pe:rundaﬁg— L
undangan (Lembaran Negara Republik Indones;la Tahun 20190

Nomor 183, Tambahan Lembaza:n Negara Repubhk Ei‘idi)ﬂ&Sl&; i
Nomor 6398); i

EARD
BUELE




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tenang Provinsi

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 69);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalaun Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213); '

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI.

BARI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
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Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan kebudayaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem

yvang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya,

Kepala Sekolah adalah Pimpinan BLUD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah

11,

organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
Satuan Pengawas Internal adalah satuan perangakat internal BLUD yang
berkedudukan langsung dzbawah pimpinan yang bertugas melaksanakan
pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan,
dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang
Sehat.

BAB I
TATA KELOLA
Pasal 2

(1) Tata Kelola merupakan peraturan internal BLUD SMKN.
(2) BLUD SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi berdasarkan

pola tata kelola atau peraturaniinternal, yang memuat antara lain :
a. kelembagaan;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokan fungsi; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia.

(3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip,

antara lain :
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.
Pasal 3

{1} Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
menggambarkan posisi Jabatan, pembagian tugas, fungsi, iaﬂﬂguﬁg 3awab
dan wewenang dalam organisasi.

(2} Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b
menggambarkan hubungan dem mekanisme kerja antar 90315;1 jabatan dan
fungsi dalam organisasi. -
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(4)

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf

c, menggambarkan pembagian vang jelas dan rasional antara. fungsi
pelayanan dan fungsi penduk:ung vang sesuai dengan prinsip pengeada}zem
internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia dalam pola tata kelola memuat I{ebgakan _
mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi ‘pada
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. : -

Pasal 4

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hur‘uf Ay

merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan amsf

informasi agar informasi secara langsung dapat dltermla bagi yang"_" .

membutuhkan.

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) lfmruf b,
merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yvang dipercayakan pada SME{N
agar pengelolaannya dapat dlpertaﬂggung jawabkan.

Rensponsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (3) humf ¢, o
merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan orgamsagr“

terhadap bisnis yang sehat serta perauran perundang- undangan.

Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3 ) humf d I

merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara . pr ofesional taﬂpa

benturan kepentingan dan pengamh atau tekanan dari pzhak memapun Vaﬁg,’ -
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pmnszp bzsms yang:_ L

sehat.

- BAB I
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Nama dan Jenis, Tingkat dan Kedudukan
- Pasal 5

Nama sekolah adalah SMKN di P‘rovm&
Jenis, Tingkat dan Kedudukan Sekolah adalah SMKN di onvmga

SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan umt Kerja pada'g* e =

Dinas dengan status hukum dan tidak terpisahkan dari Pemel 111‘%:61}1 Da@mh

Bagian Kedua
Tujuan, Visi, Misi, Motto
. Pasal 6

Tujuan SMKN adalah tujuan sekolah yang menerapkan BLUI} Sebagaimema;“ SRR

tercantum dalam rencana Stra‘teﬁzs sekolah.

Visi SMKN adalah visi sekolah yang menerapkan BLUD sebagannana_*ﬁj' e

tercantum dalam rencana strategis sekolah.

Misi SMKN adalah misi sekolah yang akan menerapkan E%LUD %ebagalmanaﬁ |

tercantum dalam rencana sirategis sekolah.

Motto SMKN adalah motto sekolah yang akan menempkan BLUD."*_

sebagaimana tercantum dalam rencana strategis sekolah,
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Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi
Pasal 7

BLUD SMKN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendzdzkan dan :
Kebudayaan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuman :
BLUD SMEN dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang beﬂ«:edudukan dl'.' |
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dibantu aieh & (empai) Wa}mﬁ '. R 5
Kepala Sekolah yang ber keduéukan dibawah dan bertang gunw ;awab kepacia- SRR

Kepala Sekolah. _
Dalam pelaksanaan tugas d&m fungsinya, BLUD SMEKN dﬂmordma&kaﬂ (}Ifah _
Dinas. - o o

Pasal 8

BLUD SMKN mempunyai tugas menyelenggarakan pene:iaciﬂ{au menengah_z_:_-_ | | o RN
kejuruann pada jenjang menengah bagi tamatan Sekolah Menemgfth Pertama - S

atau yang sederajat.

Untuk melaksanakan tugas %ebagamlaﬂa dimaksud pada ayat (1); '_-B'LUI}'::: P

SMKN menyelenggarakan fungm

a. penyusunan rencana strategis, Rencana kegiatan dan Angbamn Sek&l&h’{f' R

(RKAS) dan RBA serta pengembangan BLUD SMKN; : e
b. pelaksanaan rencana strategis, Kegiatan dan Anggaran Sekalah (KAS} dan“'_f'
RBA BLUD SMKN; : : T o
¢. penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan: BLUD SMKN

d. pembimbingan, dan perzgajaraﬂ dan/atau pelatihan ‘teer:t dan prmekf-f Lo

kejuruan bagi peserta didil sesuai dengan kurikulum;

e. pembimbingan dan pembmaan kompetensi non- akfaciemﬂ{ bac“z. gﬁeserta"'_s =

didilk;

f. pengurusan sarana pend1d11<:an dan bahan pengajaran *yang dip&?gtlﬂ&k&ﬂ"::'__'-';' [
untuk proses belajar menga;ar dan latithan praktik Re}w“uan paxa pesm ta.'_:._:' S

didik;

i

didilt dan masyarakat; ¥
h. perencanaaan dan pelaksaaan kegiatan unit produksi;

i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan - telhadaip guz‘u Tenaga“_
Fungsional Kependidikan lainnya, Ketua Program Studi Keahlian, Rema:f' e
Paket Keahlian, Penanggung Jawab ruang Praktik, Laboran Pustaka‘wan S

ketua Unit Produksi dan Tenaga Fungsional Profesi 1aasrmya
pelaksanaan Konseling bagi para peserta didik;
pengembangan Bursa Kerja Khusus di Aplikasi BISA KERJA
pelaksanaan perhitungan tarif Layanan BLUD SMKN: :

5 o

penerimaan tarif Layanan BLUD SMKN;
pengelolaan kepegawaian, keuemgan dan barang BLUD SMKN
pelaksanaan pengelolaan prasarana, sarana dan fasilitas BLHD SME{N

e B

p. pelaksanaan keglata—m ketatausahaan dan kerumahmnggaaem BLUD

be M I{ N ¢ KARO PRRANGIAT DARRAN Rﬁf%‘?mﬁ E gmm
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b

penjajagan, perintisan, pelfﬁ{sanaan dan pemmmbmﬁan hubung&ﬂ_:f‘_f o o
kerjasama dengan dunia usaha dan industri serta orang 'tua/ wali pesertaf'_' S

. pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pertan gungjawabaﬁ B



(1

q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BLUD'SMKN; .' -
pelaksanaan pengelolaan kearsipan, data dan informasi BLUD SMKN, dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungm BLUD
SMEKN. -

» =

Eagiam Keempat
Pejabat pengelola
~ Pasal9

Susunan Pejabat Pengelola BLUD SMKN terdiri atas :
a. pemimpin ;

b. pejabat keuangan ; dan

c. pejabat teknis. AR _
Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ada]ah. K&p&la 3
Sekolah. :
Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ya:{i:u Kepalaf‘_ -
Tata Usaha; dan .
Pejabat Teknis sebagaimana d}maksud pada ayat (1) hur’uf C yartu Wakﬂ"--
Kepala Sekolah yang secara teknis melaksanakan tugas . dan fungm |
pelayanan dan fungsi pendukanﬂ pelayanan. :

E@glan Kelima
Penganglkatan Pejabat Pengelola
- Pasal 10

Penganglatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pen@el@l& BLUD SMKN‘ : S
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan be;dasarkan kﬂmpeienm_ SR

dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 1<emampuaﬁ-’_"" S

dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD bfi«mpa peng@tahtaan,i'_'f

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pe]aiiganaagﬁ tug &3-'____-' |

jabatannya, - o
Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dlmak%uci pada ayat (1)

merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja’ L@uangaﬂ daﬁ"_’_'_' 2

non keuangan berdasarkan kazdah kaidah manajemen yang baﬂ«:

- Pasal 11

Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh uubemm
Pemimpin bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pejabat keuangan dan ;Jejabat tekms bertanggungjawab kepada Pemzmpm " S '.

Pasal 12

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunya; mﬁas'}. |
dan kewajiban : . L

a. memimpin, mengarahkan, _membma mengawasi, mengendahkan dzm;.’ e
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar kzbzh efiszen dm’ij S

produktif;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewa;zban ymg

telah ditetapkan oleh Gubemur
c. menyusun renstra BLUD; -
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d. menyiapkan Rencana Bls;ms Anggaran,; ; R o
e. mengusulkan calon pe_;aba‘i: pengelola keuangan dam pejabat tekms, L
kepada Gubernur sesuai ketentuan; : 39 ST i
f. menetapkan pejabat 1amnya sesuai kebutuhan BLUD selam pejabat yamg.zf.: S
telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; SRty
mengoordinasikan kebijakan BLUD yang dﬂakukan eleh pejabat.f i
keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan 1mzernal gl R
serta menyampaikan dan memper ianggang;awabkan kmerja S@I“Lﬂ_.::_ S
keuangan BLUD kepada Gubernur;dan R S Nt
h. tugas lainnya yang dztetapkan oleh Gubernur sesuai kewenancram}ya Sl
Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewa_nbem sebagmmaz; o |
dimaksud pada ayat (1), mampurzym fungsi Sebagaz penmqggung Jawab umum__
operasional dan keuangan BLUD : N : S

Pasal 13

g

Pejabat keuangan BLUD SMK}% sebagaimana dimaksud dalam Pasai % ;: i
mempunyai tugas dan kewajiban : : i i
merumuskan kebijakan terkait pengelolaan E{euamgzm _ U
mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Ancgamm - '
menyiapkan Dolkumen Pelaksana Anggaran; TRt
melakukan pengelolaan pendapatan dan bzaya;'
menyelenggarakan pengelolaan kas; S

melakukan pengelolaan utang-piutang dan mvesi:asz o
menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset ieta.p dan mvestasz
menyelenggarakan sistem informasi manajemen. keuangan
menyelenggarakan alkuntasi dan penvusunan: Ia,pamn keuaﬁgan da.n
tugas lainnya yang ditetapkan cleh Gubemm dan/ atau p@mizmpm“
Pejabat Keuangan SMKN dalam melaksana}{an tuwas dan Kkev
sebagaimana dimaksud pada aya‘i (1}, mempunyai- fungm sebagai "penanggung
jawab keuangan BLUD, : :

TSR e e o

Pasal 14

Pejabat Teknis BLUD SMKN mempunyal tugas dan kewagzban S
a. menyusun perencanaan teknis di bagian/ bzdangnya, S
b. melaksanaan kegiatan i,ekms seguai dencran Rencaﬂa Blsms Anggaran;
dan : _ ST
c. memimpin dan mencvendahkan kegiatan tekms operasmna}, dan pelav
bidang masing-masing; dan : : : RS
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan /atau pemzmpm
Pejabat Teknis BLUD dalam me}aksanakan ‘E:uefas dan '
sebagmmana dimaksud pada avat _(1), '
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Bagian Keenam
Dewan Pengawas
- Paragraf 1
Pembentukan Dewan Pengawas .
 Pasal 15

Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Gubernur. SRR el
Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dzmaksud pada ayat (”E) hanya
dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menumtf_ o
laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhis atau. mlaz aset menumt', e
neraca 2 (dua) tahun terakhir. - S R e
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dxbenmk umuk’-_,_";_’ s
pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan eleh Pejabat Pengeloia Cn R

Paragraf 2 _
Tug&s Dewan Pengawas
Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD; o P

b. menilai kinerja keuangan maupun kmer_}a ﬁonkeuangan ' _B U
memberikan rekomendasi atas hasil pemlalan untuk ditmdaklan}um
Pejabat Pengelola BLUD:; S L

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan pem},attan km@ga dam
laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; - L

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanaka' tugas
dan kewajiban; dan :

e. memberikan pendapat dan : saran kepada: Gubernur mengenm S
1) rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat. pe"ﬁgeicia, e
2) permasalahan yang men3ad1 kendala dajam pengei&iaan BLUD
3) kinerja BLUD. - : SRR

ha&%ﬂ

Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dzmaksud pada ayat (I) huz
diukur paling sedikit meliputi: e
a. memperoleh hasil usaha aiau hasil kerja
b. dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
c. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (hkmdri:as)
d. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan - e e
e. kemampuan peﬂerimaaﬁ_ dari jasa -Iayanan Lmtuk memhza
pengeluaran, | | B

pada ayat (1} kepada Gubemur secara berkala pahng Se(’iikl‘t 1 ( atu) 1@:&1117,_ __
dalam satu tahun dan sewaktu—waktu jika dlperlukan o SR '

Paragraf 3
Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsm—unsur
a. pejabat dari PD yang membidangi BLUD; i :
b. pejabat dari PD yang membidangi pengelola keusmgaﬂ Daerah dan
c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD

BARD
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j. tidak sedang menjadi pengurus partai pohtlk calon kepala f.daerah____dma/:

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kediatsm BLUD _ S
Pengangkatan anggota Dewan F’engawas dllakukan seteiah Pe;abat Pengeiola
diangkat. ' - : S

dimalksud pada ayat (1) harus memeriuhi persyaz"ataﬁ Sebaga1 benku
a. sehat jasmani dan rohani; | A ST
b. memiliki keahlian, integritas, kepemlmpman, peﬁgalaman 311311 ril
yvang baik, dan c‘iedlkam yarig: tmgg; untuk :memegukazz _:_
mengembangkan BLUD; L . i
. memahaml penyelenggaraan pememmahan daerah'

. menyedzakan waktu yang cukup untuk melal{sanakan mgasnya i
berijazah paling rendah S-1 {Strata Saftu); AR
. berusia paling tinggi 60 (_enam puluh) tahun terhada.p pejaba
membidangi kegiatan; : : B
h. tidak pernah menjadi anggota’ Dzzekm Dew&n Pengaw § 1i8:
yvang dinyatakan bersalah menyebabkam b&d&i"l usaha ang d‘i“ in
dinyvatakan pailit; : R D
i. tidalr sedang menjalani 3&1’11{81 }aldana d::m

G oM™ O

atau calon anggota Ieglsiahf

: Paragraf 4 g
Masa J aba‘i:an Dewan Pemgawas
: Pasal 18-

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ciztetapkan Se}am' 5
dan dapat diangkat kembali untuk satu ka};} masa: Jabatam ber u
belum berusia paling tinggi 60 (enam puiuh) tahun
Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah bemsza pa
60 (enam puluh} tahun, Dewan Pengawas dari um«sur tenaga
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 3&13&?:&31 berzkutnya
Anggota Dewan Pengawas | 3ebaga1mzma dm‘iaksud
diberhentikan Gubernur karena - '

a. meninggal dunia; -

b. masa jabatan berakhir; atau”

c. diberhentikan sewaktu-walktu. C s
Anggota Dewan Pengawas dapa.t d1berhent1kan ‘sewaktuwwal{tu sebaga nan
dimaksud pada ayat (3) hurufc karena: :

a. tidak dapat melaksanakan ‘cugasnya dengan bazk

b. tidak melaksanakan ketentuan pemmran pemndang unf:iang 1;

c. terlibat dalam tindakan yang merug1kan BLUD; e

d. dinyatakan bersalah dalam pumsan pengadﬂan yaﬂgte}ai' mempunyai
kekuatan hukum tetap; S '
mengundurkan diri; dan - S
terlibat dalam tindakan kecur&nwan yancr mengaklbaﬂ{an ixem
BLUD, negara, dan/ atau daemh o o

o

HARD E’EW&%’? mmw A&mﬁ‘zﬁw"{: T mmm
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- Paragraf 5
Sekretaris Dewan Pengawas
Pasal 19

(1} Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas unmk menduhuﬁg S
kelancaran tugas Dewan Pengawas. : S

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud p&da ayat { 1) ..bui«:an- :__
merupakan anggota Dewan Pengawas. L

Paragraf 6
Pembiayaan Dewan Pengawas
Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan '. . o
Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dmmat da}am_';'_ ERT
Rencana Bisnis Anggaran. - :

~ Paragraf 7
Satuan Pengawas Internal
. Pasal 21

(1} Satuan Pengawas Internal dapa’c dibentuk oleh Pimpinan- unmk pengawasan- SR
dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan,: _keumgaﬂ daﬁ_-:'_::';ﬁ S
pengaruh lingkungan sosial ci:alam menyelenggarakan Prak‘i:ek 33181"11‘% Ydﬁ g'-

Sehat. ; e SR EEE R L

(2} Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimalksud pada ”ayéti' '[i-) : yait‘g:-. F S
pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pimpman el :

(3) Pembentukan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat’ _-'('2')""_ dengaﬁ e
mempertimbangkan : . : L
a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

b. kompleksitas manajemen; dan
¢. volume dan/ atau 3angkauan pelayanan.

{(4) Tugas satuan pengawas inter nal, membantu mana.}emen unmk
a. pengamanan harta kekayaan; 5
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan : SRR : T
d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Piakfiﬁi{i_“'_":-;'__'.E_ s
Bisnis Yang Sehat pada BLUD SMKN, e

(5) Fungsi satuan pengawas mtemai yaitu : o PR RS

a. membantu Pemimpin BLUD SMKN dalam melakukan pengawasan 11’1tez“na§ifs _3':'{-' sy
SMK; PR e

b. memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapa:a sasara.n SMI& Secax“&_.":.'.:-" s
ekonomis, efisien, dan efektif: P 5

c. membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di SMK; dan ' i

d. menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi’ “Leljadmya KKN GEtoas
(Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang menimbulkan ker ugian SMK d&n%m_ S
unit kerja terkait. - S S

HARD PERANGHAT DARRME | o ooony
HURUM PEMRANARDA .




(6) Kewenangan satuan pengawas mtemal yaltu

a.

{1}  Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Iﬂtemal terdm c‘iam

a. '

b.

{2) Untuk dapat diangkat sebagai satuam pengawas mtemal yaﬂg bersangk
harus memenuhi syarat : ' S 5

a.
b.

SRR SN

(3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuasi: Pengaw*xs Imemai _d;angkat-
diberhentikan oleh Kepala Sekc:lah untuk: masa tugas. 3 (tiga) tahun dari dapa
diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kah masa tucras berlkumya

(1} Kefua Satuan Pengawas Internal berkedudukan dz bawah dan be:rtc;:i‘zﬁ’
jawab kepada Kepala Sekolah. - L R
(2) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawa_s Entel nal bez‘k&dudukan 1b3.W::
bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pengawas Intem&i -

mendapatkan akses secara penuh dan tidak ter‘baﬁag terhadap ui'u‘i:ﬂmt?f
kerja SMK, aktfivitas, catatan-catatan; dokumen personel -aset SMK Serm-s
informasi relevan Iamnya sesuai dengan ‘i:ugas yang: ‘Leiah d1tetapkaﬁ oieh_ o
Kepala Sekolah; ' s N DRt

menetapkan ruang hngkup kerja dan meneiapkan tek111k~tekrnk audzt*‘
yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem’ pengemdahan mtema.’i*-‘
memperoleh bantuan, dukungan, maupun: kerjasama dan perscr}éi 1id
kerja yang terkait, terutama dari unit ketja yang dzaudlt e
mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur: Pe;a’bat Pengel@i
SME, tanggapan terhadap laporan, dan 1angkah Iangkah perbaﬂ{aﬂ i
mendapatkan dukungan sumber daya y&mg memadai untuk kep___ luans o
pelaksanaan tugasnya; dan’ : SorE
mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari daiam maupun lua:t.;- :
SMK, sepanjang hal tersebut dipeﬂukan dalarn pela}{sanaan 'i:ugasnya e

. Pasal22

1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, _
1 {satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, darl
1 {satu} orang Anggota.

sehat jasmani dan roham, e b
memiliki keahlian, integritas, pengalaman, 3113111‘, perzlaku' bail
dedikasi yang tinggi untuk memajukm dan mengemhangkan LU-_
memahami penyelenggaraan Pemermtahan Daerah ' :
memahami tugas dan fungsi BLUD; -
memiliki pengalaman teknis pada BLUD

berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3); - _
pengalaman kerja paling sedzklt 3 (tiga) tahun; SRR
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. da:a pa.img _tmg i 5
puluh lima) tahun pada saat mendafiar periama kah s
tidak pernah dihukum karena melakukan *mndak plﬁana yang e
keuangan negara atau keuemgan daerah; ' s
tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
mempunyai sikap independent dan obyektif

Pasal 23

HARO FERAK a_f«;m" DAERAH
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Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan mterzzal Ketua, Selﬂetazﬁs c%an_}_'- ST |
Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan ha&ﬁ-_.’}? e
pengawasan serta rekomendasi tindaklanjut terhadap hasﬁ pengawasan yang.}-’“:"-':".:' he
dilakukan merupakan hasil Bersama sebagai Tim. = O Sy
Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibanti oleh tenaga Sekr&iarmﬁ- e
paling banyak 2 {dua) orang yang diangkat oleh Kepala Sekcl&h atas; usui_: SRR
Ketua Satuan Pengawas Internal. S
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian’ tugag Kema L
Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal dxamr dengan P@E amraﬁfg_ T
Kepala Sekolah. - S : |

Bagian Ketujuh
Komite Sekolah
 Pasal 24

Komite sekolah mer upakaﬁ 1embaga khusus yang dlbentuk denwanif it
Keputusan Kepala Sekolah untuk tujuan dan ‘iugas tertenm ;!

Setiap sekolah memiliki 1 (satu) komite. s SRR S L
Komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dzbawah dan be:z tanﬂmnd{-.
jawab kepada Kepala Sekolah. Lo R e
Komite mempunyai tugas membam.u Kepala Sekc}ah daﬁtam Menyusm’i_;"- s
standar Pragz am Kerga SMKN. : SRR

vang merupakan keiompok ker;a tertentu yang dl‘ce‘sap}{am dengcm Kepumsm e
Kepala Sekolah. G

 BABIV
PROSEDUR KERJA
- Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsirijfé,_ SMKN wajzb taat
berpedomam pada ketemuam peraturan pemndangwundangan:_'

dan horizontal sesuai tugas masmg—masmg

Kepala sekolah mengembamgkaﬂ koordmas1' daﬁ kerja sama d

BLUD SMKN. : S
Dalam hal koordinasi dan kelja sama sebagmmaﬂa dzmal{sud pada ayat
dilalkukan dengan instansi di luar SMKN, wajlb Sepeuvetahuml dan 7
pememjuan Pejabat Pengelola SMXN. - :

Kepala Sekolah. S
Standar Operasional Prosedui (SOP) yang telah dltetapkan ‘sel
dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan evaluasz ‘secara berkaja daﬂ apa
diperbarui jika diperlukan. - i .




BABV
PENGELOMPOKAN FUNGSE
Pasal 26

SMKN dalam operasional kegmiannya mengemban funn'sz pei&yaﬂam e
pendidikan, fungsi penyelenggaraan administrasi dan - fungm pendukung_'
sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektzvxtas pencapazam
Fungsi pelayanan pendidikan mehpuﬁ - '
a.fungsi pelayanan pendidikan;

b.fungsi penyelenggaraan acimmlsu asi; daﬂ
c. fung& pendukung/ penunjan@f .

mehpuu pe}aya:nan, per pustakaan
laboratorium, dan unit pr oduk% siswa.

BAB VI S s
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
- Pasal 27 - '

Penyelenggaraan pendidikan dﬂaksanakan oleh tenaga SMKN-yang m
tenaga pendidik dan kependidikan. - '
Tenaga pendidik dan 1<:epend1d1kan SMKN sebagazmana dlmaksud pad
(1) terdiri atas ASN dan profesional lainnya. =

Pasal 28 :

undangan : : .
Pengangkatan profesional 1a.1nn3a dzlaksanakaﬁ besual demgan_ 1
profesionalitas, kemampuan. keuangan dan: berdasarkan ip
ekonomis dan produktif dalam penmgkata’n pelayanan L
Mekanisine pengangkatan pmfesmnal lainnya SPbagaimaﬁ*
ayat (2) diatur dalam Pera‘tmfm Gu”bemm tersendm ' :

Pasai 29

Pemberhentian pegawai ASN sesuai 1{etenman peramran
undangan. - : S _
Pemberhentian professional lamnya dlatur t:h daltam Pesa ura},
tersendiri. .

Pasal 30' :

Mutasi pegawai dilaksanakan dengan tujuan untuk penmgk !
pengemba,ngan karir. o

mempertimban gkan

; Kﬁaﬂ@' _?M&m‘i‘ ﬁ&ﬁm m i % EN
Cipdiee ol mmmxﬁ S




(3)

Untuk mendomng motlvasz

a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidike
dan keterampilannya; e R

masa kerja di unit tertentu;

pengalaman pada bidang tugas tertentu; :

kegunaannya dalam menunjang karir; dan / atau L

kondisi fisik dan psikis pegawai.

¢ 0T

Pasal 31

Disiplin pegawai ditunjukkan “melalui  nilai-nilai ketaatan, Kkepatuhiai
kesediaan, keteraturan, dan keteruban yang dztuangkan daiam
a. daftar hadir; - :

b. rekam jejak {track record);

c. penilaian presentasi Kerja Aparatur (SPI{) ciari
d. penilaian kinerja berdasarkan prestasi ker]a g : : :
Pelanggaran terhadap ketentuan dimpkn pegawaz Sebagalma _a"’d
pada ayat (1) diberikan hukuman sesuai tingkat danj jenis peiangga
Tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dm&ak.sud pada ayat (2
a. hukuman pelanggaran disiplin ringan, yanf:f berupa teﬁ’ur" :

b. hukuman pelanggaran dlslpim sedan

pemberhentzan sesuai gemndang—undaﬂgan

Pasal 32

kf"l ja - da‘u pmduktwﬁag

yang dltetapkaﬁ oleh Kepala Sel«:olah :
Penetapan pengajuan wm untuk p@nmgk.aian pemdid a

kewenangan Kepala Sekolah | berdasarkaﬁ hasﬂ reksmenda :
sekolah. . L -
Pengajuan izin belajar dan tucfas "belajar dlpmses Sesum ketezﬁ:
perundang-undangan. : : :

CBABVE
FASILITAS SEKOLAH ~
' Pasal 34 R

Untuk mendukung penye'ieﬂggaraan lqeglatan Pertzdzdﬂ{an pac’ia
SMKN dibangun dan dﬂ{embangkan faszhtas 361;01&1’1 - sesual
kebutuhan dan ketentuan peraturan pemndan@—undangan
Fasilitas sekolah sebagaimana . dimaksud pada; ayat {3
dikembangkan sesuai 1«,,ebumha11 da:n kemampuam, dengm
program prioritas. : - e

HARG s»mm&m&* m&m&i %sm‘?m%
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Pasal 35 - S :
(1) Fasilitas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam opem&ional
dikelola/dipimpin/dikoor dmamkan oleh- p{aﬁanggung;&wab yang d iuga_"l an :
oleh Kepala Sekolah. : : L
(2) Penanggung jawab yang mendapat tugas ‘tambahan sebagalmana -dm‘lalv{:sud;;._;._} ey
pada ayat (1), berkedudukan cﬁ bawah dan bertangguﬁg Jawab kepada K@pgﬂ' :
Sekolah. : :

. BAB VIII |
KETENTUAN PENUTUP'
- Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai ber Iaku pada tanggal dnmdangkai’i :
Agar setiap orang mengetahuinya, mememmtahkan pengunciangan., Pe
Gubernur ini dengan penempatarmya dalam Berﬁa Daerah Provmm Kahmamanj

theiapkaﬂ d1 Pontzanak
pada tanggal S

L L,GUBERNUR KALIMANTA" "‘BARAT

SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak ER
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON ' s
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN f§?€ N OMGR L)




Pasal 35 :

(1) Fasilitas sekolah sebaga:imana dlmaksud dalam Pasal 34 daiam ope Slonal-tz

dikelola/ d1p1mpm / dzkoordmaakan o}eh penanggung)awab* g ;

oleh Kepala Sekolah. ; : : e L i

{2) Penanggung jawab yang rnendapat i:ugas tambahan sebagajmana d aksuci;

pada ayat (1), berkedudukan dl bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala;
Sekolah. . o o

BAB VI o
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36 '

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal d1undangkan
Agar setiap orang mengeiahumya, memermtahkan pengund Angar
Gubernur ini dengan penempatannya daiam Berzta Daerah Provmsr‘
Barat. - o -

Dltetapkan d1 -'Pontzan K
pada tanggal _

GUBERNUR KALIMANTAN BARA

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROV]NSI KALIMANTAN BARAT,




Pasal 85

(1) Fasilitas sekolah sebagazmana d1maksud dalam Pasal 34 dala"

dikelola/ dlpunpm/ dlkoordmas1kan oleh penanggung}awab yaﬁ.g

oleh Kepala Sekolah. . ce Ry _

(2) Penanggung jawab yang mendapat tugas tambahan sebageumana d1ma isud'-f

pada ayat (1), berkedudukan d1 bawah dan bertanggung Jawab kepada _Kepala--".
Sekolah. - _ e : e

CBABVIIL
KETENTUAN PENUTUP
Pasal36

Peraturan Gubernur ini mulai ber Iaku pada tanggal dmndaﬁgkan o
Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkan pengundanga_n : Peza__
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provms Kalimantan
Barat. : B R AR e

Ditetapkan d1 Pontlanak
pada tanggal *2’{? o M

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

. _&UTaRMIDT
Diundangkan di Pontianak Ao
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON T T e
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ';S}OM@R




